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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan judul, operasionalisasi variabel dan hasil penelitian, maka dalam 

bab ini penulis akan mengemukakan beberapa kesimpulan terkait Analisa Model 

Implementasi Kebijakan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Dinas 

Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu Kota Kupang: 

6.1.1 Komunikasi 

 Yang dimaksud dengan Komunikasi adalah Penyampaian 

Informasi/Sosialisasi mengenai Implementasi Kebijakan Pelayanan Izin Mendirikan 

Bangunan (IMB) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 

Kupang: 

a. Adanya Sosialisasi mengenai Kebijakan Pelayanan Izin Mendirikan 

Bangunan 

 Adanya sosialisasi mengenai kebijakan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan 

Sudah dilakukan oleh DPMPTSP Kota Kupang kepada masyarakat agar 

dalam mengurus Perizinan mudah dimengerti dan tahu persyaratan dalam 

mengurus Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), namun masih banyak 

masyarakat yang belum memiliki surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB).  
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b. Kejelasan Pesan yang disampaikan melalui Media Penyebaran 

 Kejelasan pesan yang disampaikan melalui media penyebaran maksudnya 

informasi yang diberikan kepada masyarakat mengenai Perizinan harus up to 

date agar tidak terjadi dis-informasi. Oleh karena itu DPMPTSP Kota Kupang 

menyampaikan informasi melalui Liflet (Brosur),Mobil Keliling, website 

DPMPTSP Kota Kupang dan  Loket Informasi pada DPMPTSP Kota Kupang 

maupun sosialisasi langsung dengan jumlah peserta yang dibatasi. 

6.1.2  Sumber Daya  

Kemampuan yang dimiliki untuk mendukung proses implementasi program, 

yakni sumber daya manusia dalam mendukung pelaksanaan program, 

finansial seperti pemerintah menyiapkan anggaran untuk sosialisasi dan 

fasilitas yang digunakan dalam pelaksanaan program. 

1) Dukungan Aparatur dalam Pelaksanaan Program 

 Dukungan Aparatur dalam Pelaksanaan Program maksudnya Sumber daya 

manusia yang di miliki DPMPTSP Kota Kupang ada 52 orang, sehingga 

dalam menjalankan Program Kebijakan Sosialisasi Sudah berjalan dengan 

baik. 

2) Dukungan Anggaran Dalam Pelaksanaan Program 

Dukungan anggaran dalam pelaksanaan program sosialisasi tahun 2018 

±35.000.000,- sudah terealisasi dengan baik sesuai dengan PP Nomor 6 Tahun 
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2021 pasal 35 ayat 3 tentang pendanaan Penyelenggaraan Perizinan di daerah 

Kabupaten/ Kota. 

3) Dukungan Fasilitas Dalam Pelaksanaan Program 

 Dukungan Fasilitas dalam pelaksanaan program yang ada di DPMPTSP Kota 

Kupang sudah memadai. DPMPTSP Kota Kupang sudah menyediakan Loket 

Informasi, ruang Tunggu yang nyaman, Mobil Keliling untuk mempermudah 

masyarakat dalam pengurusan Surat Izin Mendirikan Bangunan. 

6.1.3  Disposisi 

Yang dimaksud dengan Disposisi adalah Sikap masyarakat kepada pegawai/ petugas 

dalam pengurusan Perizinan agar dalam menjalankan kebijakan dari pelayanan IMB 

bisa berjalan dengan baik. 

a. Manfaat dalam mengurus Izin mendirikan bangunan 

 Manfaat dalam mengurus Izin Mendirikan Bangunan adalah supaya tempat 

tinggal masyarakat menjadi aman dari gangguan siapapun.tetapi ada juga 

masyarakat yang belum memiliki IMB disebabkan persyaratan dalam 

pengurusannya yang berbelit-belit. 

b. Dampak Kepemilikan IMB terhadap peluang untuk mendapatkan 

bantuan 

 Dampak kepemilikan IMB terhadap peluang untuk mendapatkan bantuan 

artinya ketika masyarakat memiliki IMB untuk mendapatkan bantuan dari 

pemerintah setempat belum menjanjikan. Akan tetapi IMB dibutuhkan ketika 
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terjadi transaksi jual beli atau sewa menyewa rumah. Bisa juga dijadikan 

jaminan untuk mengajukan kredit ke bank. 

6.2  Saran 

 Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian yang penulis rangkum mengenai 

Analisa Model Implementasi Kebijakan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 

Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang yang 

telah diuraikan diatas, dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut : 

 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 

Kota Kupang lebih sering lagi memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar 

masyarakat lebih memahami akan pentingnya memiliki Izin Mendirikan 

Bangunan (IMB). 

 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 

Kota Kupang memberikan informasi bukan saja melalui internet/website atau 

papan informasi, tetapi bisa membuat stiker bergambar tentang Perizinan dan 

dibagikan kepada masyarakat agar masyarakat bisa lebih mudah memahami 

apa itu Perizinan Izin Mendirikan Bangunan. 

 Diharapkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu (DPMPTSP) Kota Kupang memberikan bantuan kepada masyarakat 

agar  masyarakat yang kurang mampu bisa membuka usaha sendiri. 
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